
 

  

BERITA  NEGARA  

REPUBLIK INDONESIA  
No.5, 202 3 KEMENDAG. Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi 

Bidang Perdagangan . Tahun Anggaran 2023 . 

Petunjuk Teknis .  
 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR  03 TAHUN  2023   
TENTANG  

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG 

PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 202 3 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
 

 

Menimban g : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor  02  Tahun  2023  tentang  

Penyelenggaraan Dekonsentrasi di Bidang Perdagangan 

kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun 
Anggaran 2023 , perlu menetapkan Peraturan Ment eri 

Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan 

Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2023;  

 
Mengingat  : 1.  Pasal 17 ayat (3) Undang -Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3.  Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);  
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 174);  
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2023  

tentang Penyelenggar aan Dekonsentrasi di Bidang 

Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah 
Pusat Tahun Anggaran 2023  (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023  Nomor  4); 

 
MEMUTUSKAN:  

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK 

TEKNIS PELAKSANAAN K EGIATAN DEKONSENTRASI 
BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2023.  
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Pasal 1  
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1.  Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari 

anggaran pendapatan dan belanja negarayang 
dilaksanakan oleh gubernur sebagai wa kil pemerintah 

pusat yang mencakup semua penerimaan dan 

pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, 
tidak termasuk dana yang akan dialokasikan untuk 

instansi vertikal pusat di daerah.  

2.  Pelaksana Dekonsentrasi sebagai Penyelenggara 
Dekonsentrasi di Bidang Perdagangan yang selanjutnya 

disebut Pelaksana Dekonsentrasi adalah  dinas yang 

lingkup tugas dan fungsinya di bidang perdagangan.  
3.  Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perdagangan.  

 

Pasal 2  
(1) Peraturan Menter i ini merupakan  acuan bagi  Pelaksana 

Dekonsentrasi  dalam melaksanakan kegiatan yang 

didanai melalui Dana Dekonsentrasi bidang perdagangan 
tahun anggaran 2023 . 

(2) Dana Dekonsentrasi bidang perdagangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:  
a. meng embangkan perdagangan dalam negeri  di  

daerah; dan  

b.  mengembangkan fasilitasi perda gangan luar negeri 
di daerah.  

 

Pasal 3 

Kegiatan yang didanai melalui Dana Dekonsentrasi bidang 
perdagangan tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 dilaksanaka n sesuai dengan petunjuk teknis 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  

 

Pasal 4 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

 
 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal  2 Januari 2023  
 

MENTERI PERDAGANGAN  

REPUBLIK INDONESIA,  
 

ttd.  

 
ZULKIFLI HASAN  

 

Diundangkan di Jakarta  

pada t anggal  3 Januari 2023  
 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA,  
 

ttd.  

 
YASONNA H. LAOLY  
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